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WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN 
PROVINSI MALUKU UTARA 

 
 PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN 

NOMOR   5  TAHUN 2018 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2016  

TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 
 KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2016-2021 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN, 
 

Menimbang : a. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
b. 

 
 

 
 
 

bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah 

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kota Tidore Kepulauan  

serta untuk menindaklanjuti  Instruksi Menteri 
Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 
tentang tidak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka perlu 
dilakukan evaluasi dan penyempurnaan Peraturan 
Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Peraturan 

Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 

2016-2021; 
 
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a,  perlu menetapkan 
Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tidore 
Kepulauan Tahun 2016-2021; 

 
Mengingat : 

 
1.  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, 

Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten 
Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan 

Kota Tidore Kepulauan  di Provinsi Maluku Utara, 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4262); 
 

 
 



http://jdih.tidorekota.go.id    Hal. | 2 

2. 

 
 

 
 
3. 

 
 

 
 
4. 

 
 
 

 
 

5. 
 
 

 
 

 
6. 
 

 
 
 

 
7. 

 
 
 

 
 

8. 
 
 

 
 
9. 

 
 

 
 
 

10. 
 
 

 
 

 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (LembaranNegara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran NegaraNomor 4286); 
 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421);  

 
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 
 

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);  
 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5059);  
 

 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234);  
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11. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
12. 

 
 

 
 
 

13. 
 

 
 
 

 
14. 
 

 
 

 
 
15. 

 
 

 
 
 

16. 
 
 

 
17. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679); 
 
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 
 

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal 

(SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4585);  

 
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4833);  
 
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 

Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5103);  
 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114); 

 
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang 

Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup 
Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5491); 
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18. 

 
 

 
 
 

19. 
 

 
 
 

 
20. 
 

 
 

21. 
 
 

 
 

 
 
 

22. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
23. 
 

 
 
 

 
24. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 
 

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 

Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Nasional (Lembaran Negara Nomor 77 Tahun 2017 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6042); 

 
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

(RPJMN) 2015-2019; 
 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 
2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;  
 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian 
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah; 

 
Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 6 
Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tidore Kepulauan 
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tidore 
Kepulauan Tahun 2011 Nomor 107); 

 
Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 25 

Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kota Tidore Kepulauan Tahun 2013–2033(Lembaran 
Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2013 Nomor 

160, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore 
Kepulauan Tahun 2013 Nomor 129); 
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25. 

 
 

 
 
 

Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 8 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kota Tidore Kepulauan (Lembaran 

Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2016 Nomor 
186). 

 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

KOTA TIDORE KEPULAUAN 

 
dan 

 

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG 
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 

DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2016-2021. 

Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah 4 Tahun 2016 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tidore Kepulauan 
Tahun 2016-2021 diubah sebagai berikut : 

 
1. Ketentuan Pasal 1 angka 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 
Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
 
1. Daerah adalah Daerah Kota Tidore Kepulauan 

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.  

3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan 
oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 
dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 

4. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan. 
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD 

adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan 

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota. 
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan. 



http://jdih.tidorekota.go.id    Hal. | 6 

8. Perangkat Daerah Kota adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat 
Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas  Daerah, Lembaga Teknis Daerah, 

Kecamatan, dan Kelurahan. 
9. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan selanjutnya 

disingkat BAPELITBANG adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan 

Pengembangan Kota Tidore Kepulauan. 
 

10. Perencanaan adalah Proses untuk menentukan tindakan masa depan 
yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhatikan sumber daya 
yang ada. 

11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya 
disingkat  RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk Periode 
terhitung sejak 2016-2021. 

12. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya disebut  Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah  untuk periode 1 (satu) Tahun. 

13. Visi adalah Rumusan Umum mengenai keadaan yang diinginkan pada 
akhir periode perencanaan. 

14. Misi adalah Rumusan mengenai upaya – upaya yang akan dilaksanakan 

untuk mewujudkan Visi. 
15. Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disingkat dengan RENSTRA – SKPD adalah Dokumen Perencanaan 
SKPD untuk periode 5 (lima) Tahun. 

16. Rencana Kerja Perangkat Daerah atau disebut Rencana SKPD adalah 

dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 
(satu) Tahun. 

 

 
2.  Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :  

Pasal 2 
 

Dalam Peranturan Daerah ini diatur Pendahuluan, Gambaran Umum 

Kondisi Daerah, Gambaran Keuangan Daerah, Permasalahan dan Isu 
Strategi Daerah, Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah 
Kebijakan, Program Pembangunan Kerangka Pendanaan Pembangunan dan 

Program Perangkat Daerah, Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, 
Penutup. 

 
3. Ketentuan pada Pasal 6  diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 6 
 

Perangkat Daerah Kota Tidore Kepulauan dapat melakukan konsultasi dan 
koordinasi dengan Walikota melalui BAPELITBANG dalam menyusun 
Rencana Strategi Perangkat Daerah. 

 
4.  Ketentuan pada Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : 
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Pasal 7 

 
Pemerintah Daerah melalui BAPELITBANG melakukan pemantauan, 

pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD yang dituangkan 
dalam Rencana Strategi Perangkat Daerah. 

 

Pasal  II 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
 
Agar  setiap  orang  mengetahuinya,  memerintahkan  pengundangan  

Peraturan  Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kota Tidore Kepulauan. 

 

Ditetapkan di Tidore 
pada tanggal    31 Desember 2018 

 
       WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN, 

 

           T t d 
 

 
ALI IBRAHIM  

 

Diundangkan di  Tidore  
pada tanggal  31 Desember 2018 
 

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA TIDORE KEPULAUAN,  

 
            T t d 
 

M.THAMRIN FABANYO 
 

LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN  TAHUN 2018 NOMOR 
200. 
 

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN  
PROVINSI MALUKU UTARA NOMOR 5  TAHUN 2018 
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PENJELASAN 

ATAS 

 PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN 
NOMOR   5    TAHUN 2018 

 
TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2016 
TENTANG 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 
KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2016-2021 

 

I. UMUM 
 

  Perubahan Regulasi Pemerintah Pusat dengan terbitnya Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, serta 

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 

serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah, mendorong dilakukannya  Evaluasi Terhadap Peraturan 

Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 4 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota 

Tidore Kepulauan 2016-2021. Berdasarkan hasil Evaluasi RPJMD yang 

dilakukan serta pertimbangan teknis lainnya, maka dilakukan perubahan 

Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tidore 

Kepulauan Tahun 2016-2021. 

   Peraturan Daerah Perubahan RPJMD Kota Tidore Kepulauan Tahun 

2016-2021, pada prinsipnya menyesuaikan dan mensinkronkan materi di 

masing-masing BAB meliputi : 

1. BAB I Pendahuluan (menyesuaikan dengan menambahkan landasan  

pertimbangan melakukan revisi RPJMD sesuai dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 dan Peraturan  Daerah Nomor 8 

Tahun 2016. 

2. BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah (menyesuaikan penyajian  

terhadap data tabel sesuai pembagian urusan dan penyesuaian 

terhadap data-data terbaru hasil koreksi/studi). 
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3. BAB III Gambaran Keuangan Daerah (menyesuaikan materi, seperti 

kerangka pendanaan yang sebelumnya termuat di BAB ini, dipindahkan 

ke BAB VII). 

4. Bab IV Permasalahan dan Isu Strategis (menyesuaikan materi pada 

bagian permasalahan dan menambahkan materi isu strategis sesuai 

ketentuan seperti isu global, nasional (RPJMN), wilayah (RPJMD 

Provinsi Maluku Utara), daerah terdekat (RPJMD Kota Ternate) dan isu 

sektoral). 

5. BAB V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran (menyesuaikan dengan 

menambahkan indikator sasaran). 

6. BAB VI Strategi Arah Kebijakan dan Pembangunan Daerah 

(menyesuaikan dengan melakukan penajaman pada strategi dan arah 

kebijakan agar sesuai dengan indikator kinerja pada BAB V sebelumya, 

serta penyesuaian dengan program prioritas). 

7. BAB VII kerangka pendanaan dan kerangka program daerah 

(menyesuaikan kerangka pendanaan sebelumnya dari BAB III, masuk ke 

bab ini, serta melakukan penyesuaian terhadap program perangkat 

daerah serta melakukan penyesuaian perbaikan pada target). 

8. BAB VIII  Kinerja penyelengaraaan Pemerintahan Daerah (menyesuaikan 

indikator  kinerja sesuai dengan Permendagri 86/2017). 

9. BAB IX Penutup 

 
  Perubahan tersebut di fokuskan untuk melakukan penajaman tujuan, 

sasaran dan target yang akan di capai dalam jangka waktu 3 (tiga) Tahun 

periode akhir Tahun 2016-2021 yaitu Tahun 2019, 2020 dan 2021. 

Sedangkan RPJMD Tahun 2016-2021 khususnya untuk 2 (dua) tahun awal 

periode RPJMD yaitu Tahun 2017 dan 2018 masih berlaku. Perubahan 

RPJMD Kota Tidore Kepulauan Tahun 2016-2021 sebagai dokumen 

perencanaan kebijakan pembangunan 3 (tiga) Tahun 2019-2021 dan 

mempunyai fungsi pokok sebagai acuan dalam penyusunan rencana 

strategis perangkat daerah, merumuskan visi dan misi kepala daerah 

terpilih kedalam tujuan dan target sasaran yang akan di capai pada periode 

2019-2021 serta perumusan strategi untuk mencapai tujuan dan target 

sasaran pembangunan daerah dalam bentuk program beserta kerangka 

pendanaan selama Tahun 2019-2021. 
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Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tidore Kepulauan Tahun 2016-

2021 telah mendapat Persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kota Tidore Kepulauan berdasarkan Keputusan DPRD Nomor 

170/15/02/2018 tentang Persetujuan Atas  Rancangan Peraturan Daerah 

Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tidore 

Kepulauan Tahun 2016-2021, tanggal 15 Agustus 2016 untuk ditetapkan 

menjadi Peraturan Daerah. 

 

II.  PASAL DEMI PASAL  
 

 Pasal 1 

       Cukup jelas. 
  
         Pasal 2 

          Cukup jelas. 
 

 Pasal 6 
     Cukup jelas. 
 

 Pasal 7 
     Cukup jelas. 

 
  
 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2018       
NOMOR 151.   


